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Pencabutan.  
 

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 24 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH 

DALAM PEMILIHAN UMUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pengawasan 

pemilihan umum yang berintegritas, berkualitas, dan 

akuntabel, Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu 

melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran  data 

dan penyusunan daftar pemilih; 

b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan 

Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 

Tahun 2014 tentang Pengawasan Penyusunan dan 

Penetapan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam 

pelaksanaan pengawasan tahapan pemutakhiran data 

dan daftar pemilih, sehingga perlu diganti; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang 

Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar 

Pemilih dalam Pemilihan Umum; 

 

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM   

TENTANG PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN 

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah 

sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat 

DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- 

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

4. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut 

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang 

mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi 

penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi. 

6. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk 

mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kabupaten/kota. 

7. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya 

disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang 

dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk 

mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kecamatan atau nama lain. 

8. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa selanjutnya 

disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk 

mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa 

atau nama lain. 

9. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya 

disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh 

Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di 

luar negeri. 

10. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya  

disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh 

Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu 

Kelurahan/Desa. 

11. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 

Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, 

Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Panwaslu 

LN. 

12. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU 

adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat 
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nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan 

Pemilu. 

13. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu di 

provinsi. 

14. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara 

Pemilu di kabupaten/kota. 

15. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU 

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat 

kecamatan atau nama lain. 

16. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat 

PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU 

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat 

kelurahan/desa atau nama lain. 

17. Panita Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat 

PPLN adalah panita yang dibentuk oleh KPU untuk 

melaksanakan Pemilu di luar negeri. 

18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang 

selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang 

dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan 

suara di tempat pemungutan suara. 

19. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri 

yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok 

yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan 

pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar 

negeri. 

20. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya 

disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS 

atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan 

pemutakhiran data pemilih.  

21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat 

TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 

22. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya 

disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya 

pemungutan suara di luar negeri. 

23. Kotak Suara Keliling yang selanjutnya disingkat KSK 

adalah pelayanan pemungutan suara bagi pemilih yang 
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dilakukan oleh PPLN dengan cara mendatangi tempat-

tempat pemilih berkumpul, bekerja dan/atau bertempat 

tinggal dalam satu kawasan.  

24. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang 

berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia atau di luar negeri. 

25. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa 

Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang 

disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 

26. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah 

genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah 

kawin atau sudah pernah kawin. 

27. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang 

selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan 

oleh pemerintah berisikan data penduduk yang 

memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu 

diselenggarakan. 

28. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat 

DPS adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran daftar 

Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota 

dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih.  

29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT 

adalah DPS hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki 

oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh 

KPU Kabupaten/Kota. 

30. Daftar Pemilih Tambahan selanjutnya disingkat DPTb 

adalah daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT 

disuatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak 

dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS 

tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan 

suara di TPS lain. 

31. Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK 

adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas 

kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan 

DPTb. 

32. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk 

memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari 
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